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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.      Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai kelengkapan 

pengungkapan tata kelola perusahaan di dalam laporan tahunan pada 8 

(delapan) perusahaan subsektor pertambangan logam dan mineral dalam 5 

(lima) tahun, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil 

berdasarkan hasil yang diperoleh. 

1. Berdasarkan penelitian ini dengan keterbatasan yang telah dijelaskan 

pada subbab-subbab sebelumnya, menghasilkan 16 kelompok penilaian 

tata kelola perusahaan dengan total 734. Kelompok penilaian indikator 

tersebut diperoleh dengan alat ukur berdasarkan berbagai sumber, yaitu 

(1) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, (2) Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan, (3) Komite Nasional Kebijakan Governance, (4) Asean 

Corporate Governance Scorecard, (5) Sarbanes-Oxley Section 404, (6) 

ISO 31000:2009, (7) Australian/New Zealand Standard 4360:2004, (8) 

COSO Internal Control Framework, dan (9) COSO Enterprise Risk 

Management. Indikator-indikator penilaian ini memberikan arti bahwa 

perusahaan telah menyajikan isi laporan tahunannya sesuai dengan 

sebagian besar aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Apabila perusahaan menghasilkan nilai maksimal sebesar 734 artinya 

bahwa perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan tahunannya 

cukup lengkap, tetapi apabila perusahaan menghasilkan nilai kurang dari 

734 artinya perusahaan tersebut belum terlalu lengkap dalam menyajikan 

laporan keuangan tahunannya. 

2. Penerapan indikator penilaian tata kelola perusahaan pada delapan 

perusahaan subsektor pertambangan logam dan mineral selama lima 

tahun sebagian besar sudah menyajikan informasi tata kelola perusahaan 

dengan cukup baik tetapi masih menyajikan informasi secara formalitas. 

Hal ini dapat dilihat pada perusahaan PT Cita Mineral Investindo Tbk, PT 

Citra Kebun Raya Agri Tbk, PT Central Omega Resources, dan PT J 

Resources Asia Pasifik. Namun untuk PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale 

Indonesia Tbk, dan PT Timah Tbk sudah menyajikan informasi tata kelola 
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perusahaan di dalam laporan tahunannya dengan cukup lengkap sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku.  

3. Pada hasil persentase rata-rata untuk seluruh indikator tata kelola 

perusahaan pada setiap 8 (delapan) perusahaan pertambangan logam 

dan mineral yang tertinggi yaitu dimiliki PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) 

karena perusahaan ANTM merupakan perusahaan BUMN sehingga 

memiliki aturan tersendiri terkait tata kelola perusahaan dan ANTM 

memiliki total aset terbesar diantara 8 (delapan) perusahaan 

pertambangan logam dan mineral dimana total aset semakin tinggi maka 

kapabilitas perusahaan juga semakin meningkat. Sedangkan persentase 

rata-rata terendah terdapat pada 2 (dua) perusahaan, yaitu untuk tahun 

2012 – 2014 pada PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA) yang 

merupakan perusahaan asing dan memiliki total aset terkecil ke-4 dari 8 

(delapan) perusahaan pertambangan logam dan mineral dan untuk tahun 

2015 – 2016 pada PT SMR Utama Tbk. (SMRU) yang merupakan 

perusahaan BUMN serta memiliki total aset terkecil ke-3 dari 8 (delapan) 

perusahaan pertambangan logam dan mineral. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari persentase rata-rata 16 indikator 

penilaian tata kelola perusahaan pada 8 (delapan) perusahaan 

pertambangan logam dan mineral maka dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar perusahaan mengungkapkan informasi di dalam laporan 

tahunannya mengenai komite audit, sekretaris perusahaan, sistem 

pengendalian internal, sistem manajemen risiko, perkara penting, sanksi 

administratif, dan good corporate governance. Hal ini dikarenakan 

perusahaan telah menyadari akan pentingnya penyajian informasi 

tersebut di dalam laporan tahunannya dan adanya aturan baru mengenai 

peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan 

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana 

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 

beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan ke OJK yang tercantum di dalam UU Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana aturan ini mulai 

berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012. Oleh karena itu perusahaan 

telah menyesuaikan isi laporan tahunannya dengan aturan-aturan yang 

diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun perusahaan masih 
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diperbolehkan untuk menggunakan peraturan perundang-undangan yang 

lain sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan Otoritas Jasa 

Keuangan. Adapun aturan-aturan OJK yang harus disesuaikan oleh 

perusahaan yaitu POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang berlaku sejak 17 

November 2015; POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris 

Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku sejak 8 

Desember 2014; POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang berlaku sejak 29 

Desember 2015; dan SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan 

Isi Laporan Tahunan Emitem atau Perusahaan Publik yang berlaku sejak 

3 Agustus 2016. 

Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tata 

kelola perusahaan di dalam laporan tahunan perusahaan dari tahun 2012 

– 2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini mengartikan bahwa 

sebagian besar perusahaan sudah menaati peraturan yang berlaku terkait 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan.  

 

5.2. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dari 

peneliti antara lain: 

1. Untuk Perusahaan 

Bagi Perusahaan dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan 

mampu melaksanakan penerapan prinsip good corporate governance 

secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga diharapkan akan 

dapat menghasilkan suatu kepercayaan publik dan mampu meningkatkan 

kinerja keuangan dengan lebih baik lagi bagi perusahaan, serta dapat 

meningkatkan perekonomian Negara.  

2. Untuk Investor  

Bagi investor dengan adanya penelitian ini diharapkan agar lebih 

seksama dan juga memerhatikan aspek tata kelola perusahaan sebagai 

bahan pertimbangan melakukan investasi dan menilai perusahaan. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel 

ataupun dengan menggunakan sampel pada sektor lain dan juga 
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disarankan untuk menambah jumlah periode yang digunakan untuk 

penelitian. Selain itu, disarankan juga menggunakan lebih dari satu sektor 

perusahaan sehingga dapat dilakukan perbandingan penerapan tata 

kelola perusahaan dengan sektor yang berbeda. 

4. Untuk Regulator 

Bagi regulator penelitian ini dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap 

peraturan yang telah ada dan menjadi dasar pembuatan regulasi yang 

lebih sesuai dan dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, regulator dapat 

terus melakukan pengembangan kualitas standar dalam menetapkan 

peraturan terkait pengungkapan good corporate governance di dalam  

laporan tahunan. 

5. Untuk Pembaca 

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan pembelajaran mengenai pentingnya penerapan good corporate 

governance di dalam  suatu perusahaan. 
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